BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan legislatif yang dalam sistem ketatanegaraan disebut Dewan Perwakilan
Rakyat tergolong ke dalam salah satu institusi politik dengan daya tarik khusus. DPR,

demikian bangsa Indonesia menyeb

yang sudah san Fﬁ] :

ngguhnya merupakan institusi politik

pa, DPR dikenal sebagai
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parliament, seda kah di Amerika DP ebagai legislature;
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undang). Anggota lembagg hingga badan ini sering

umum dengan cara menentukan
K

dinamakan Dewan Perwakilan} R wakilan Rakyat dianggap
merumuskan keinginan rakyat .ﬂ

kebijaksanaan u ang-undang yang

dibuatnya pun menceLn | a2 . Dapat dikatakan

bahwa ia adalah bad a
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Dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa:®
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan.

nyangkut kepentingan
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! Bambang Cipto, 1995, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-ldustrial,
PT Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1-2.

2 Miriam Budiardjo, 1993, Dasar-Dasar IImu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, hal 173.

3 Jimly Asshiddigie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, Konstitusi
Press, Jakarta, hal. 137.



(2) Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal
lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul, dan berpendapat serta hak imunitas.

Mengenai fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus hak anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga negara

Wﬁﬂmmsniwds&&q:

tersebut, seperti dalam pembentukan seblj:;h undang-undang.

alam melaksanakan

kewenangannya

Sebagai lembagal pembentu R bersama pemerintah telah
mengesahkan Undang-U ‘ g ‘ merupakan perubahan
kedua atas Undang-Unda ) g MPR, DPR, DPD dan

DPRD. SebagaiJ'uana Undang-8Adang Kehakimanj; maka Undang-

Undang MD3 ini meng Isunan, n,.kewenangan serta hal-hal lainnya
if :, 1

menyangkut kele —/ DPRD. 4
d VISky ng-Undang MD3 telah

Dalam perjalanannya lisahk e\ Unda
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memunculkan soretan-dan kritik tari;pubhk; Khustisaya terkai dengan Pasal 73 UU
&‘l\ K\ > == v /B _Q;‘,’yn
MD3. Yang mana isi Pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 73:
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil
setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
(2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir
setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah,

4 Aji Bagus Pramukti, 2018, “Catatan Kritis Undang-Undang MD3”, Rechts Vinding Online, hal.
2-3.



DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut: a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit
memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap
orang yang dipanggil paksa; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib
memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian
Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk
dihadirkan memenuh| panggilan DPR ebaalmana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam alank mana.dimaksud pada ayat
(4), Kepolisian Nega lenyandera setiap orang
untuk paling lama 30 (tlga puluh) hari.

(6) Ketentuan. lebih lanjut meng ggilan paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan pe "::"a'-r.“ imaksud pada ayat (5) diatur
dengan Peraturan | Republik Indonesia.
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Dalam sebuah peng an oleh Forum Kajian
Hukum dan Kor\stitusi, Husdi j He ‘ a Rifky Darmawan, yaitu

pengujian Pasal | 73 - Undang-Ulidang 2 Tahun 2018} tentang Majelis

Permusyawaratan \Rakyat, an P rwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan g-Untlang Nomor 2 Tahun

2018 ayat (3), ayat.(4), '@"‘"“m ag,’berhak melakukan
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dipanggil tiga kali
berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah harus dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 73 dapat dilihat bahwa DPR memiliki hak untuk memanggil setiap
orang secara paksa jika orang tersebut telah dipanggil tiga kali berturut-turut dan dia
tidak hadir tanpa alasan yang patut dan sah. Tetapi disisi lain, DPR juga mempunyai

kewenangan untuk menolak seseorang hadir dalam rapat-rapat di DPR. Dalam kasus



Angket Pelindo Il misalnya, DPR mengeluarkan rekomendasi menolak hadirnya
Menteri BUMN dalam rapat-rapat di DPR. Artinya, disatu sisi DPR mempunyai
kewenangan memanggil paksa seseorang, disisi lain justru bisa juga menolak
seseorang datang ke DPR.°

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan DPR berhak melakukan

berturut-turut tan Fﬁs ulkah pertentangan di kalangan

para ahli hukum} Dalam Putusan Kor itusi Nomor 16/PUU-XV1/2018
I ;
menyatakan bahwa Pasal ‘:.f‘vx‘:‘ at_(5) bertentangan dengan
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prinsip kedaulatan berada c D 1945), bertentangan

dengan prinsip negara hukum yang Kepastian hukum yang adil

D 1945), serta bertentangan dengan
/' Pasal 19 ayat (1)
angkata lain Mahkamah

ohonan *dg,ltq‘ g_pengujian Pasal 73 UUD
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(Pasal 1 ayat (3 d_an Pasal |
prinsip DPR sebage A
UUD 1945 dan Pa
Konstitusi mengabul e‘
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Prinsip atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
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serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sudah jelas menggambarkan tentang Hak Asasi

5 Kristian Erdianto, 2019, ”Laporan Tahap Kedua Pansus Angket Pelindo Il Tetap Minta Rini
Soemarno Diberhentikan”, tersedia di http://www.google.com/amp/s/famp.kompas.com/read/2019/
07/25/22501596/laporan-tahap-kedua-pansus-angket-pelindo-ii-tetap-minta-rini-soemarno, diakses
tanggal 19 Februari 2020, pukul 20.00 wib.
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http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/%2007/25/22501596/laporan-tahap-kedua-pansus-angket-pelindo-ii-tetap-minta-rini-soemarno

Manusia. Hak Asasi Manusia bagi bangsa Indonesia selalu didasarkan kepada
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yang dilandaskan pada persatuan dan
kesatuan bangsa.® Selain itu, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi
Manusia juga merupakan ciri-ciri dari negara hukum.’

Berdasarkan paparan di atas, ada sebuah permasalahan yang ingin diangkat

penulis yakni tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas . Aﬁ tentang  Majelis
0
Permusyawaratan Rakyat, Dewa AA‘ at, Dewan Peérwakilan Daerah,
. AAAQ . i .
dan Dewan Penwakilan Judul."yan diangkat penulis adalah
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“ANALISIS PUTUSAN CONSTITUSI NOMOR 16/PUU-
XV1/2018 TERKAIT PENGUJJA NG-UNDANG NOMOR 2

TAHUN 2018 T N-TANG PERUB DUA ATAS UI\!ANG-UNDANG

NOMOR 17 TAE SYAWARATAN

RAKYAT, DEW | = PERWAKILAN

DAERAH, DAN DE ‘\ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH"
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B. Perumusan alah
Berdasarkan latar belakang dan judul permasalahan yang dipaparkan di atas,

maka terdapat perumusan masalah sebagai berikut:

5 H.A.W Widjaja, 2004, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, PT Rineka
Cipta, Jakarta, hal. 70-71.

" Encik Muhammad Fauzan, 2017, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, hal.
60-61.



1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XV1/2018 terkait pengujian
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

XdK

Daerah dan Dewan Perwak at Daerah? Serta apa alasan pemohon

. VERSITAS ANDAT A g
mengaj *m--'; pengujlan Pasa V’

2. Bagaimana. ihplikasi h
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angujian Pasal 73 Undang-
Undang: Nomor 1 Kedua Atas Undang-
Undang:Nomor 17 Tah 2lis"Permusyawaratan Rakyat,

Dewan | Perwakilan Rakyat, Perwakilan Dall ah dan Dewan

Perwakila
C. Tujuan Pene

adalah untuk

Adapun tujua “- o‘@\&m ngkat _ ini

memecahkan beber a1 asaql' ! as, diantarany iw

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam

menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XV1/2018
terkait pengujian Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XV1/2018 terkait pengujian Pasal 73
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daera
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di\Ila'I'(u kan agar m

D. Manfaat P¢
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Penelitian ili{ ai pihak. Manfaat itu

diuraikan dalam hBentuk ma pemaparannya:

uk kepustakaan, dimana

angan pemikiran,

Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam hal mata kuliah Lembaga
Perwakilan.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis berguna agar penelitian ini dapat memberikan manfaat

dalam pemecahan suatu permasalahan bagi para pembaca, khususnya bagi



praktisi dan akademisi hukum tentang hak dan wewenang anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.
E. Metode Penelitian
Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti, peneliti menggunakan
metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut

diperlukan untuk memperoleh benar-benar objektif dan dapat

dipertanggungjawa metode sebagai

berikut:

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2) Sifat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka
penelitian yang dilakukan bersifat deksriptif, yaitu semua data yang

berkaitan dengan permasalahan guna menjawab permasalahan tersebut.



3) Jenis dan Sumber Data
Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder yang
digolongkan atas:
a) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat

mengikat®, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian

Republik |nd;gi Tahun 1945;

2003 'IlL tang Mahkamah

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8 Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, hal. 31.



6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XV1/2018 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Terhadap ndang-Undang Dasar Negara Republik

LASiﬂ

b) Ba bahan  hukum ™ yang memberikan

kepustakaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
isu yang diangkat oleh penulis, seperti Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

® Ibid.
10 1bid.
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tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

yéng ditemukan dan

cara melakukan

emuan-temuan di

mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi
jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman
data yang diterimaatau didapatkan oleh penulis.
6) Metode Analisis Data
Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan

merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula

11



yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja
pada analisis data, data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam
dengan cara menghubungkannya dengan sumber-sumber data yang ada. *

Data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian

dikumpulkan lalu disusun untuk mendapatkan pemahaman dengan

11 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 66
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